
PENDAHULUAN

Etnik Bugis adalah satu di antara etnik perantau di Nusantara. 

Beberapa alasan yang mendasari Etnik Bugis merantau yakni 

pemecahan persoalan pribadi, menghindari penghinaan, kondisi 

ketidakamanan, atau ingin membebaskan diri dari kondisi sosial 

yang tidak memuaskan dan sebagai strategi ekonomi (Pelras 

2006). Etnik Bugis bisa bertahan hidup dan meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi di tanah rantau. Sebagaimana Acciaioli 

(1998) mengemukakan bahwa etnik Bugis memiliki kemampuan 

menemukan wilayah potensial baru untuk bermukim, yang telah 

dikenali sebelumnya dan menyumbangkan kesuksesan bagi 

pengusaha Bugis di luar tanah kelahirannya. Temuan Suwita 

(2014) menjelaskan bahwa etnik Bugis memberikan kontribusi 

kepada masyarakat Bali dengan melakukan penyesuaian ekonomi 

dan budaya melalui adopsi nilai-nilai budaya persaudaraan 

(Menyama Braya) (Suwita 2016). Hal yang sama juga terjadi di 

Kupang, di mana etnik Bugis memberikan kontribusi terhadap 

pembangunan daerah (Hijjang dan Manda 2016).

Sedikit berbeda dengan temuan Simarmata (2010) etnik Bugis di 

Pulau Kalimantan hadir dengan membawa aturan adat. Selain itu, 

temuan Rudiatin (2012) di daerah perbatasan (Desa Aji Kuning, 

Sebatik), etnik Bugis cenderung membangun pola di kalangan 

mereka untuk memperoleh dan mempergunakan potensi ekonomi 

dan kuasa politik  dalam mengusai pusaran ekonomi (lokal, 

regional, nasional dan transnasional).

Berdasarkan fakta tersebut, nampaknya etnik Bugis dikenal cakap 

dalam melakukan adaptasi pada  penduduk pribumi (Khusyairi 

et al 2016). Proses adaptasi para perantau tersebut mengenal 

istilah tellu cappa (tiga ujung) pada penduduk yang didatangi 

(Ammarell 2002; Kesuma 2004); pertama menggunakan cappa 

lila (ujung lidah) yang ditekankan pada kemampuan diplomasi; 

kedua cappa lase’ (ujung kemaluan) yakni proses perkawinan 

dengan pendudukan asli; jika kedua ujung ini tidak mempan. 

Maka, digunakan ujung ketiga yaitu cappa kawali (ujung badik). 

Menurut  Robinson (2000) bahwa kesuksesan etnik Bugis di 

perantauan mengundang kecemburuan penduduk setempat, 

karena telah menjadi ‘tuan tanah’ yang memiliki kemampuan 

lebih dibanding penduduk di sekitarnya. Li (2012) mengatakan 

bahwa salah satu desa di Napu, komunitas etnik pendatang 

(Bugis) justru lebih dominan daripada kelompok etnik pribumi. 

Sebagaimana, temuan Puryanti dan Husain (2011) bahwa 

tercipta hubungan baik antar pemilik lahan yang dikonstruksi 

atas kesamaan latar belakang etnik Bugis, yang diperkuat oleh 

Syahyuti (2002) bahwa faktor etnik sangat mempengaruhi cara 

memperoleh lahan yang menjadi dasar pembentukan struktur 

agraria. Massifnya pendatang Etnik Bugis menguasai lahan 

di sektor Taman Nasional Lore Lindu, membuat etnik pribumi 

perlahan lahan mulai tersingkir (Sunito dan Sitorus 2007; Weber 

et al 2007).

Hal tersebut dapat diamati dari terbukanya peluang pasar atas 

lahan sehingga dengan mudah proses migrasi berlangsung 

(Hall 2011; Galudra et al 2013). Dengan demikian, akumulasi 

kepemilikan lahan etnik Bugis dapat dilacak  melalui pengaktifan 

pilihan arena sosial di perantauan. Sjaf et al (2012) menjelaskan 

bahwa perebutan sumber-sumber ekonomi dengan kekuasaan 

yang di tandai dengan peran aktor untuk memperebutkan 

pengaruh di arena ekonomi politik lokal.
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ABSTRACT

This study aims to observe the most dominant arena which more influential  effect on the accumulation of land ownership from the 

Bugis ethnic actors in the Village of East Mamburungan. Based on post positivist paradigm and theoritical field by Pierre Bouerdieu,  
perocessing by mixed method approach. The Object of this research, is Bugis ethnic actors who consist by 50 respondents. The results 
indicate that the economic field is the most dominant used by the actor than social field. The economic field by the actor also using as 
a patron-client system, land leases and the land transaction as a part of land accumulation process in order to support their social 
activities and establish their settlements (ethnic-based) in the Village of East Mamburungan.
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ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk mengobservasi pilihan arena aktor yang lebih dominan berpengaruh terhadap akumulasi kepemilikan 

lahan oleh aktor etnik Bugis di Kelurahan Mamburungan Timur. Pendekatan riset ini menggunakan teori arena Bourdieu dengan paradigma 

penelitian yaitu post positivis, dimana  data data kualitatif sebagai pendukung data kuantitatif, dimana aktor etnik Bugis yang dinilai sebanyak 50 

responden. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa pilihan arena yang dominan berpengaruh yaitu arena ekonomi dibanding arena 

sosial terhadap akumulasi kepemilikan lahan. Arena ekonomi yang ditandai dengan sistem patron-klien, jual-beli lahan dan sewa lahan, 

sering digunakan untuk merebut pengaruh agar mempermudah aktor mengakumulasi kepemilikan lahan dalam mendukung aktivitas 

sosialnya dan  membangun perkampungan berbasis etnik di Kelurahan Mamburungan Timur.

Kata kunci: arena, etnisitas, aktor, Bugis, akumulasi kepemilikan lahan



Senada dengan hal tersebut, Lenggono et al (2012) mengatakan 

bahwa etnik Bugis memperluas jaringannya dengan berkecimpung 

dalam organisasi sosial-politik, keterkaitan antara kekuatan politik 

dan penguasaan lahan. Menurut Octavian dan Yulianto (2014) 

menjelaskan bahwa kebudayaan etnik Bugis bisa dimaknai 

sebagai satu arena dalam sebuah tatanan sosial yang terstruktur, 

sebagaimana nelayan etnik Bugis  di Ujung Kulon memberikan 

kontribusi besar bagi pengenalan pengetahuan tentang laut bagi 

etnik Sunda melalui proses kawin-mawin ataupun hubungan 

ekonomi sehari-hari. Sehingga yang mendasari etnik Bugis 

merantau yaitu faktor politik, ekonomi, prestise individual dan 

budaya (Mattulada 1998).

Beranjak dari uraian tersebut, penulis membangun kerangka pikir 

terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan lahan oleh 

etnik Bugis melalui pendekatan teori modal dan arena Bourdieu. 

Bourdieu (1990) menerjemahkan arena menjadi konsep  dinamis, 

yaitu saat posisi agen berubah, maka struktur arena tersebut 

juga akan berubah. Di arena, agen memperebutkan kontrol 

kepentingan atas sumber daya. Dengan arena yang bersangkutan. 

Untuk itu, analisis pilihan arena sosial maupun arena ekonomi 

untuk memperoleh lahan di perantauan yang dapat menjadi 

dasar untuk menelusuri akumulasi kepemilikan lahan. Sehingga 

diperlukan suatu analisis yang mempertimbangkan pentingnya 

mengetahui sejauh mana struktur arena aktor terhadap kepemilikan 

lahan. Selanjutnya timbul pertanyaan yang mendasari penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut: Pilihan arena apa yang paling dominan 

diaktifkan oleh aktor mempengaruhi akumulasi kepemilikan 

lahan di pertauan? Berangkat dari permasalahan tersebut, maka 

tujuan riset memfokuskan pada analisis dan identifikasi pilihan 
arena yang mempengaruhi akumulasi kepemilikan lahan oleh 

etnik Bugis di perantauan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan teori arena Bourdieu untuk mengungkap 

pilihan arena yang dominan berpengaruh terhadap akumulasi 

kepemilikan lahan oleh Bugis di Mamburungan Timur. 

Sebagaimana ungkapan Leiliyanti (2013) bahwa ruang tarung 

dapat diselidiki melalui alat analisis Bourdieuan. Selanjutnya, 

studi ini menggunakan paradigma postpositivistik dengan 

metode kuantitatif yang didukung oleh metode kualitatif. Metode 

kuantitatif bisa digunakan mencari hubungan antara variabel 

pengaruh (independen) dan variabel terpengaruh (dependen) serta 

dilakukan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya 

(Singarimbun dan Effendi 2008). Penelitian kuantitatif didukung 

data kualitatif untuk menggambarkan hasil studi kuantitatif. 

Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan 

informan dan responden yang mengetahui banyak akumulasi 

kepemilikan lahan oleh aktor tersebut. Unit analisis dari penelitian 

ini yaitu aktor etnik  Bugis yang tinggal di Mamburungan Timur 

yang terdiri tujuh aktor. Pemilihan responden untuk menilai 

aktor dilakukan secara purposive dengan melihat kapasitas 

responden mengenal aktor dan keterlibatannya dalam akumulasi 

kepemilikan lahan. Kuesioner digunakan dalam wawancara 

terstruktur (survei) dan wawancara mendalam ke lima puluh 

responden yang mengenal aktor. Teknik pengolahan dan analisa 

data Pengolahan dengan jenis data kuantitatif menggunakan uji 

regresi untuk melihat pengaruh antar masing-masing variabel. 

Dari proses tersebut diketahui tingkat pengaruh antar masing-

masing variabel pilihan arena dan kepemilikan lahan. 

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori arena Bourdieu untuk 

mengungkap pilihan arena yang dominan berpengaruh terhadap 

akumulasi kepemilikan lahan oleh etnik Bugis di Kelurahan 

Mamburungan Timur. 

Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Adapun jenis data kuantitatif yaitu fakta-fakta lapangan 

berdasarkan hasil survey terhadap responden, kelompok sosial 

untuk menjelaskan hasil penelitian kuantitatif dihitung melalui 

uji regresi linear berganda. Adapun persamaan regresi sebagai 

berikut :

Dari persamaan tersebut, dapat dipahami bagaimana pilihan arena 

yang berpengaruh dominan terhadap akumulasi kepemilikan lahan 

Sehingga dapat dilihat pilihan arena yang paling mempengaruhi 

kepemilikan lahan tersebut.

Selain, pengolahan data kuantitatif, jenis data kualitatif diolah 

melalui matriks variabel, pemilihan data berbasis topik dan 

relasinya terhadap analisa deskriptif untuk menjelaskan lebih 

dalam pilihan arena yang mempengaruhi akumulasi kepemilikan 

lahan yang di lakukan oleh aktor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Penguasaan Lahan Etnik Bugis di Kelurahan 

Mamburungan Timur

Kedatangan etnik Bugis di Desa Mamburungan, gelombang 

pertama dimulai tahun 1965 dengan aktivitas petani kebun. 

Mereka datang berkunjung dan mengakses lahan di hutan. Waktu 

itu, etnik Bugis datang meminta izin ke kepala desa membuka 

lahan untuk berkebun dengan cara merambah hutan, tetapi 

Kepala Desa Mamburungan Timur tidak mengizikan, namun 

tidak juga melarang, asalkan Etnik Bugis bisa  bertanggungjawab 

ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari 

karena status lahan tersebut adalah hutan lindung atau lahan milik 

negara. Etnik Bugis siap menanggung risiko tersebut, sehingga 

aktivitas berkebun dan merambah hutan secara perlahan-lahan 

mereka garap.

Setiap kali panen hasil kebunnya, mereka bagikan sebagian 

ke warga pribumi dan sisanya di jual ke pasar. Warga pribumi 

pun merasa senang dengan kehadiran etnik Bugis. Suatu ketika 

etnik Bugis didatangi oleh aparat untuk dimintai keterangan. 

Sebagaimana, hasil wawancara dari informan MK sebagai pelaku 

waktu itu:

“...Bapak ini ada ijinkah baru masuk ke sini 

merintis? Kata MK, bapak sudah tanya orang 
sana, adakah ijinnya? Mereka sudah panen jangka 
panjang. Kita juga warga Negara Indonesia, 
berhak mendapat perlakuan yang sama...” (MK 

2016).

Aktivitas etnik Bugis tidak berhenti di situ, mereka melanjutkan 

62 |  Miharja Helmi Ayuradi. et. al. Arena yang Diaktifkan dalam Akumulasi Kepemilikan Lahan oleh Etnik Bugis di Perantauan

Y= a + β
1
X

1
 + β

 2
X

2
 + e

Dimana:  

Y   : Akumulasi kepemilikan lahan

a    : Konstanta

β    : Koefiseien variabel x
X1 : Pilihan arena sosial

X2 : Pilihan arena ekonomi

e    : Standart error



usahanya mengelola kebun dan terus merambah hutan sampai 

mendapat keuntungan. Setelah memperoleh banyak keuntungan 

dari hasil kebun. Pada tahun 1980 mereka memperluas usahanya 

dengan membeli lahan di sektor perikanan tambak. Usaha 

ini  membuat hubungan dekat etnik Bugis dengan toke Cina 

sebagai tengkulak hasil tambak (pemilik modal). Hubungan 

tersebut mereka jalin sampai terbangun kepercayaan, sehingga 

dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal untuk 

mengembangkan usaha dengan memperluas lahan tambaknya. 

Setelah itu, terdengar kabar di kampung halamannya bahwa etnik 

Bugis di perantauan Tarakan, sudah berhasil secara ekonomi. 

Kemudian, mereka memanggil kerabatnya untuk merantau 

juga ke Tarakan. Gelombang ke-dua kedatangan etnik Bugis 

pada tahun 1982 dengan memanfaatkan jaringan kekerabatan 

yang sudah ada. Mereka kemudian membantu etnik Bugis yang 

sudah banyak menguasai lahan. Saat itu, Tarakan masih berstatus 

sebagai kecamatan di bawah naungan Kabupaten Bulungan.

Tahun 1984 etnik Bugis sudah memiliki banyak jaringan di 

Pemerintah Kabupaten Bulungan, sehingga mereka datang 

mengurus sertifikat lahan karena lahan yang mereka klaim 
sebagian masuk tanah negara dan tanah-tanah tak bertuan, 

maka lahan tersebut dapat dikuasai sepenuhnya oleh aktor etnik 

Bugis yang ditandai dengan maraknya aktivitas perkebunan dan 

perikanan tambak. Tanah negara mereka klaim hanya diberi 

Surat Izin Mengelola Tanah Negara (SIMTN), sementara di luar 

dari tanah negara, mereka dapat memiliki sepenuhnya. Namun, 

kebanyakan lahan yang disertifikatkan adalah tanah-tanah tak 
bertuan. Sehingga kebanyakan dari generasi perintis menguasai 

lahan tidak menjalani proses jual beli sampai akhirnya mereka 

juga punya lahan. Seiring berjalannya waktu, etnik Bugis 

dianggap berhasil mengelola lahan tambak di Tarakan, sehingga 

banyak teman dan kerabatnya, baik dari Enrekang maupun yang 

baru balik dari Malaysia membawa modal untuk membeli lahan 

dan berinvestasi di Tarakan.

Kedatangan etnik Bugis gelombang ketiga, tahun 1991 dengan 

memanfaatkan jaringan untuk mengakses ketersediaan lahan 

dengan membawa modal untuk membeli lahan. Mereka membeli 

lahan ke etnik pribumi yang membutuhkan uang. Etnik pribumi 

kebanyakan berpangku tangan dan kurang piawai mengelola lahan 

sehingga gampang menjual lahannya karena menganggap masih 

banyak lahan nenek moyangnya yang bisa mereka dapatkan, 

lambat laun etnik pribumi mulai tersingkir secara perlahan-lahan, 

sehingga etnik Bugis menguasai wilayah rukun tetangga (RT 7), 

Kelurahan Mamburungan yang saat ini, kelurahan tersebut sudah 

menjadi 11 RT didominasi penduduk etnik Bugis asal Enrekang. 

Struktur Penguasaan Lahan 

Kelurahan Mamburungan Timur memiliki luasan sekitar 1.023 ha 

yang terdiri dari pasir laut, pemukiman, semak belukar, tambak, 

tambang, tanah kosong dan  ladang. Berdasarkan data monografi 
Kelurahan Mamburungan Timur (2014), dapat dibagi atas dua 

kelompok etnik, yaitu etnik Bugis dan etnik non Bugis. Jumlah 

penduduk etnik Bugis yaitu 2.122 jiwa atau 97,56% dan etnik 

non Bugis lima puluh tiga jiwa atau 2,44%. Sebgaimana temuan 

lapangan, nampaknya sebagian besar lahan untuk pemukiman 

lebih banyak di kuasai oleh etnik Bugis. Hal ini  ditandai dengan 

pemukiman warga secara berkelompok berdasarkan etniknya. 

Hal ini dikarenakan agar lebih mudah berkomunikasi dan 

menjaga norma yang ada di kampung halamannya. 

Sementara itu, penggunaan lahan yang paling luas diperuntukkan 

sabagai ladang yaitu sebesar 771 Ha. Sementara pada 

kenyataannya, aktivitas etnik Bugis yang dominan sebagai 

petani. Mereka datang ke Mamburungan timur secara periodik. 

Periode pertama ditandai dengan generasi perintis yang datang 

pada tahun 1965 membuka lahan. Mereka memperoleh lahan 

dengan cara mendekati kepala desa agar mendapat legitimasi 

untuk masuk meramba hutan. Mereka yang datang di periode 

pertama sebanyak tujuh orang1, namun tinggal dua orang yang 

masih hidup, yakni NR dan MK. 

NR dan MK pernah bekerja di perusahaan kayu, hal itu membuat 

mereka punya pengalaman merambah hutan yang kemudian 

memberanikan diri masuk merambah hutan dan membuka 

lahan untuk bercocok tanam. Penguasaan lahannya ditandai 

dengan pemberian patok pada lahan yang habis dirambah di 

Mamburungan Timur. 

Penggunaan lahan tambak yang seluas sembilan puluh tujuh 

hektar, hanya aktor NR yang memiliki lahan seluas tiga puluh satu 

hektar.  Lahan yang dimiliki aktor HS, HT dan US lebih rendah 

(kurang dari dua hektar) di Mamburungan Timur. Selain itu, lebih 

banyak aktor menguasai lahan tambak di daerah lain, kecuali 

aktor DR, karena fokusnya di pemerintahan. Sebagian besar aktor 

memiliki lahan tambak di Kabupaten Bulungan, seperti Aktor 

MK memiliki lahan tambak seluas tiga puluh hektar, NR memiliki 

lahan Tambak seluas 125 Ha, HS memiliki lahan tambak seluas 

empat puluh hektar, HT memiliki lahan tambak seluas lima belas 

hektar dan aktor US memiliki lahan tambak seluas dua puluh lima 

hektar. Sementara untuk lahan perkebunan aktor HS memiliki 

lahan kebun yang ditanami kelapa sawit di Balikpapan seluas 

empat puluh hektar. Dengan demikian, luas kepemilikan lahan 

oleh masing-masing-masing aktor bila dinyatakan dalam bentuk 

piramida sebagaimana Gambar 1 dibawah ini:

Penguasaan lahan yang dilakukan oleh aktor etnik Bugis melalui 

penggunaan modal terhadap akumulasi kepemilikaan lahan 

melalui pilihan arena ekononmi dan arena sosial. Penguasaan 

lahan melalui arena ekonomi ditandai dengan pola patron klien, 

jual beli lahan, dan sewa lahan. Penguasaaan lahan untuk arena 

sosial melalui mekanisme kelembagaan dan stratifikasi sosial.

Struktur kepemilikan lahan aktor yang lebih banyak memiliki 

lahan perkebunan di Mamburungan Timur yaitu aktor NR. NR 

memiliki lahan seluas tiga puluh hektar lahan kebun dan empat 

puluh hektar lahan sawah. Aktor MK memiliki lahan kebun seluas 

sembilan hektar. Awalnya MK memiliki tiga puluh, tetapi MK 

kerap menjual lahan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan 

aktor NR jarang sekali menjual lahan. Sementara, NR merupakan 

pedagang hasil kebun di pasar Tarakan sehingga bisa memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, aktor DR juga punya lahan 

seluas lima hektar dan aktor HA memiliki lahan seluas tiga hektar 

yang dijadikan lahan kebun di Mamburungan Timur.

Lahan yang dimiliki aktor HS, HT dan US dibawah dari dua 

hektar di Mamburungan Timur, tetapi lebih banyak aktor 

menguasai lahan tambak di daerah lain seperti aktor MK, NR HS, 

HA, HT, dan US di Kabupaten Bulungan. Begitu pun juga dengan 

aktor HS yang menguasai lahan kebun di Balikpapan. Akses dari 

1. Objek penelitian ini fokus pada aktor etnik Bugis perantau (generasi 

pertama), tidak termasuk etnik Bugis keturunan (generasi kedua).
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Gambar 1. Lapisan Kepimilikan Lahan Berbasis Aktor
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Mamburungan Timur ke Kabupaten Bulungan membutuhkan 

waktu tempuh selama dua jam dengan kendaraan speed boat. 

Para aktor etnik Bugis di Kelurahan Mamburungan Timur banyak 

memiliki lahan perikanan tambak di daerah lain, kecuali aktor 

DR, karena fokusnya di pemerintahan. Aktor MK memiliki lahan 

tambak seluas dua puluh hektar. Selain itu, MK menyewa lahan 

seluas sepuluh hektar. NR memiliki lahan tambak seluas 125 Ha. 

Aktor  HS memiliki lahan tambak seluas empat puluh hektar dan 

lahan kebun sawit di Balikpapan seluas empat puluh hektar. Aktor 

HT memiliki lahan tambak seluas  lima belas hektar dan aktor US 

memiliki lahan tambak seluas dua puluh lima hektar. 

Spirit Merantau Etnik Bugis

Kedatangan etnik Bugis di Kelurahan Mamburungan Timur sejak 

tahun 1965. Sebagian besar aktor yang merantau ke Mamburungan 

Timur, memiliki motif ingin mencari penghidupan yang layak. Ia 

masuk kategori merantau dengan mencari rejeki. Para aktor yang 

merantau kebanyakan bermodal nekat dengan mengandalkan 

keterampilan (skill) bertani dan bertambak yang digeluti 

sebelumnya. Selain itu, mereka pun didukung dengan jaringan 

etnik Bugis yang datang lebih awal. Hal ini didasari dengan 

motivasi mencari rejeki dengan nilai siri yang di pegang teguh.

  

Aktor etnik Bugis yang merantau dengan motivasi ingin mencari 

rejeki (massapa dalle) merupakan manifestasi yang terbangun 

melalui prinsip siri. mereka datang mencari rejeki dengan 

berbagai cara (yang penting halal) dalam rangka meningkatkan 

status ekonominya. Hal ini di perkuat oleh temuan Khusyairi 

et al (2016) bahwa persoalan ekonomi etnik Bugis menjadi 

alasan penting dalam proses migrasi. Mereka malu (masiri) 

tinggal di kampung halamannya dengan kondisi ekonomi yang 

tergolong rendah atau pas-pasan. Sehingga ketika di perantauan, 

unsur gengsi terkait status pekerjaan bukan menjadi hal yang 

utama, sedikit berbeda ketika di kampung halaman yang sangat 

mempertimbangkan unsur gengsi. Seperti bekerja sebagai petani, 

petambak, pedagang dan usaha lainnya selama bernilai ekonomi 

yang dianggap halal. Sehingga tidak ada alasan mereka untuk  

tidak bekerja keras dalam meningkatkan status ekonomi dan 

status sosialnya. 

Spirit dan etos kerja yang dimiliki saat para aktor ini berada di 

perantauan yaitu pantang menyerah, karena didalam dirinya sudah 

terpatri pesan leluhur bahwa lebbireng telleng, na to walia yang 

berarti sekali memulai usaha, jangan kembali pulang sebelum 

meraih apa yang kamu cita-citakan. Karena hanya dengan kerja 

keras yang dibarengi dengan kesabaran dan ketekunan, orang bisa 

meraih kesuksesan yang di ridhoi Allah (Resopa temmangingi 

namalomo nalettei pammase Dewata). Prinsip inilah yang 

kemudian menjadi spirit untuk menguasai kantong-kantong 

ekonomi, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan 

di Kota Tarakan, khususnya di Kelurahan Mamburungan Timur 

sendiri. 

Berdasarkan temuan lapangan, nampaknya etnik Bugis yang 

datang merantau, kebanyakan memilih untuk menetap dan 

membangun Kota Tarakan. Di level pengambilan kebijakan, 

khusunya lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, tak 

sedikit dijumpai dari mereka berasal dari etnik Bugis yang 

kemudian memegang jabatan penting. Sehingga dalam hal ini, 

pembangunan berkelanjutan, penting untuk mempertimbangkan 

aspek etnisitas (ethno development) untuk kemajuan suatu daerah. 

Dengan demikian, budaya etnik Bugis yang dilegitimasi secara 

politik memberikan spirit dan etos kerja untuk terus berjuang di 

tanah rantau, sebagaimana ungkapan yang dikutip dari Fahmid 

(2011) bahwa “Narekko sompe‟ko, aja‟ muancaji ana‟guru, 
ancaji Punggawako” (Kalau engkau pergi merantau, janganlah 

menjadi anak buah, tapi berjuanglah untuk menjadi pemimpin).

Pengaruh Pilihan Arena terhadap Akumulasi Kepemilikan 

Lahan

Pilihan arena yang dominan berpengaruh diaktifkan aktor sebagai 

penentu kepemilikan lahan dalam penelitian ini menjelaskan 

tingkat pengaktifan arena masing-masing aktor. Penelitian ini 

membandingkan tujuh aktor yang dianggap menguasai arena 

dalam memperoleh lahan. Untuk mengetahui Pengaktifan arena 

aktor yang paling berpengaruh terhadap kepemilikan lahan dapat 

dilihat pada Tabel 1.

Penilaian responden terkait arena yang dominan diaktifkan aktor, 

pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pilihan arena yang dominan 

diaktifkan aktor yaitu arena ekonomi. Dimana arena ekonomi 

memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap kepemilikan lahan 

oleh aktor NR, HS, HA dan HT. Sedangkan yang berpengaruh 

sangat nyata di arena sosial hanya aktor NR dan HA. Kenyataanya, 

mekanisme pasar melalui proses jual beli, sewa lahan dan pola 

patron klien sekarang ini etnik pribumi sering menjual lahannya 

ke etnik Bugis. Menurut hasil wawancara terhadap informan BL 

bahwa:  

                         

“...Penduduk lokal mudah menjual tanahnya 
kalau ada kebutuhan mendesak, dengan alasan 
tanah nenek moyangya masih banyak yang bisa 

mereka peroleh. HS lebih banyak menjamin 

petambak ke toke tetapi tidak ada sistem komisi 

yang berlaku. Selain usaha tambak HS sering 

membeli dan menyewa lahan untuk kebun sawit di  

Balikpapan...” (BL 2016).

Pola patron klien aktor etnik Bugis di Mamburungan Timur 

berafiliasi dengan toke Cina (pemilik modal) sebagai penjamin 
atau perantara antara toke dengan petani tambak. Usaha tambak 

erat kaitannya dengan akses dan ketersediaan lahan. Aktor yang 

memiliki lahan luas bisa memberikan pinjaman atau sewa lahan, 

dengan catatan di akhir panen mereka dapat komisi. Pola patron 

klien masih menyisakan ruang yang saling menguntungkan 

(reciprocity) antara aktor dengan etnik Bugis lainnya. 

Di samping itu, proses transaksi lahan terjadi ketika etnik 

pribumi sudah tidak mampu menggarap lahannya. Kesulitan 

ini bisa terbantu dengan kedatangan perantau Bugis yang baru. 

Kedatangan perantau baru ini bisa mengelola lahan yang tidak 

produktif menjadi menjadi bernilai ekonomis. Hal inilah yang 

membuat etnik pribumi sangat mudah menjual lahan ke pendatang 

etnik Bugis disaat ada keperluan mendesak. Mereka menganggap 

masih banyak lahan nenek moyangnya yang bisa digarap.
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Tabel 1. Pengaktifan Arena Aktor yang Dominan terhadap

               Akumulasi Kepemilikan Lahan

Aktor
Arena ekonomi Arena sosial

R2 Sig
b Sig b Sig

MK 0.25 0.08 - - 0.100 0.083

DR - - 0.278 0.05* 0.077 0.050

NR 0.702 0.004** 0.670 0.000** 0.796 0.000***

HS -0.562 0.000** - - 0.315 0.000***

HA 0.594 0.000** 0.793 0.000** 0.759 0.000***

HT 0.541 0.000** - - 0.077 0.050

US - - 0.270 0.058 0.073 0.058

Ket:    * Signifikan pada p-value <0,05,   
         ** Sangat signifikan pada p-value <0,01



Proses ini termasuk pengaruh arena ekonomi terhadap kepemilikan 

lahan seperti uraian sebelumnya.  Arena sosial pun berpengaruh 

terhadap kepemilikan lahan dengan memperluas jejaring sesama 

etnik Bugis diperantauan. Selain itu, Etnik Bugis menggunakan 

pendekatan kelembagaan dengan mendirikan paguyuban untuk 

mewadahi perantau asal daerahnya yang disebut KKSS2, Dari 

lembaga tersebut arus informasi ketersediaan lahan atau lahan 

yang strategis dapat diperoleh.  Temuan ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan informan SM:

“...NR sangat aktif dalam organisasi asal daerah 

(Hikmat). DR merupakan ketua dari organisasi 

asal dearah (Hikmat) dan NR sebagai dewan 

penasehat, juga merupakan generasi perintis 
pembuka lahan dikampung ini, boleh disebut 
sebagai pemberani. DR sebagai pejabat di 

Tarakan bisa mewakili kita sebagai pendatang 

Bugis di sini. DR juga menikah dengan penduduk 

asli yang merupakan salah satu anak dari  tuan 

tanah di Tarakan...” (SM 2016)

Untuk memperoleh lahan, tradisi kawin mawin masih sering 

dilakukan oleh aktor etnik Bugis seperti aktor DR yang menikah 

dengan etnik Tidung (merupakan anak tuan tanah di Tarakan). 

Lain halnya dengan aktor HA yang menikah dengan sesama etnik 

Bugis perantau, tetapi anak dari etnik Bugis yang sudah menguasai 

banyak lahan. Sehingga HA juga mendapat kepercayaan 

menggarap lahan milik mertuanya. Lambat laun HA juga bisa 

memiliki lahan dari hasil garapannya.  Hal tersebut menunjukkan 

bahwa arena sosial juga diaktifkan melalui kelembagaan dan 

stratifikasi sosial, dimana organisasi kedaerahan (paguyuban) 
sebagai ruang saling menguntungkan yang melekat sebagai nilai 

tradisi siri na pesse’ ke sesama perantau dan tradisi kawin mawin 

atau yang biasa disebut ujung ke dua yakni ujung kelamin sebagai 

bagian dari tiga ujung (tellu cappa). 

Selain kelembagaan, stratifikasi sosial turut berpengaruh di ruang 
tarung bagi etnik Bugis untuk terus memperbanyak kepemilikan 

lahan. Dimana status sosial sebagai tuan tanah dapat merebut 

kontrol atas sumberdaya lahan yang senantiasa direproduksi 

untuk meningkatkan hasil produksi. Sehingga pilihan arena sosial 

melalui kelembagaan dan stratifikasi sosial bisa memberikan cara 
untuk memperoleh dan memperbanyak kepemilikan lahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil riset ini menjelaskan akumulasi kepemilikan lahan oleh 

etnik Bugis dengan pendekatan etnik (etno agraria). Pilihan arena 

dalam Penelitian ini menemukan arena ekonomi menjadi faktor 

dominan dalam mengakumulasi kepemilikan lahan oleh aktor 

etnik Bugis di perantauan. Pilihan arena ekonomi oleh dilihat dari 

pola patron klien, jual beli lahan, dan sewa lahan, nampaknya 

berpengaruh signifikan dalam mengakumulasi kepemilikan lahan 
di daerah Bulungan maupun di Balikpapan dan juga membangun 

perkampungan berbasis etnik di Kelurahan Mamburungan Timur. 

Saran

Pilihan arena terhadap akumulasi kepemilikan lahan oleh aktor 

etnik Bugis di perantauan dapat dijadikan referensi dalam 

memahami fenomena sosial di lapangan berkaitan dengan 

akumulasi kepemilikan lahan berbasis etnik melalui pendekatan 

etno agraria. Selanjutnya, saran bagi pemerintah untuk membuat 

2. KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) merupakan suatu 

perkumpulan daerah asal Sulawesi Selatan

kanalisasi agar mempertimbangkan aspek pembagunan berbasis 

etnik (ethno development) untuk mencegah persoalan disintegrasi 

bangsa.
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